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ABSTRAK

Peran IBI, ditinjau dari segi hukum terbagi dalam dua bentuk
yakni: peran imperatif dan peran fakultatif. Peran imperatif yaitu peran
wajib yang didalamnya memuat peran pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan bidan praktik mandiri. Sedangkan peran fakultatif adalah
peran tidak wajib yang memuat peran pengembangan mutu pelayanan
kebidanan. Peran organisasi IBl dalam pengawasan bidan praktik mandiri
merupakan salah satu peran imperatif, yang intinya adalah mengawasi
dan membina bidan untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya
dengan selalu menjaga mutu pelayanan sesuai dengan kewenangan dan
didasarkan pada standar profesi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis
(socio-legal approach) dengan spesifikasi deskriptif analitis. Adapun
metode samplingnya ditetapkan secara purposive sampling. Sedangkan
metode pengumpulan data dilakukan baik melalui studi lapangan untuk
memperoleh data primer, dan studi lapangan untuk memperoleh data
sekunder.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa IBI sebagai salah satu
unsur pengawas yang mendapatkan atribusi dari Permenkes 1464/2010,
belum dapat melakukan secara optimal baik ditinjau dari fungsi organisasi,
segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, maupun
dari segi saat/waktu dilaksanakannya pengawasan. Hal ini
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain : 1). Ditinjau dari segi
organisasi profesi (IBl) karena keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari
pengurus organisasi, 2). Ditinjau dari sisi anggota 1Bl yakni, masih
rendahnya kesadaran hukum anggota IBI, hal ini tampak dengan masih
adanya bidan yang melaksanakan praktik mandiri tanpa registrasi dan
legislasi, 3). Ditinjau dari segi masyarakat karena belum bisa
membedakan pelayanan bidan praktik mandiri yang berkualitas dalam arti
pelaksanaan praktiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sesuai dengan standar pelayanan dan standar profesi,
4). Ditinjau dari segi Pemerintah karena belum ada perhatian pemerintah
daerah secara khusus yang mengatur tentang pelaksanaan bidan praktik
mandiri.

Kata Kunci : Peran, Organisasi IBl, Pengawasan, Bidan Praktik Mandiri
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ABSTRACT

The role of IBI viewed from legal aspect divided in two form,
namely: imperative role and facultative role. Imperative role is a
compuilsory role in which load role of guidance and controlling of midwifery
practice implementation. Where as facultative role is a non compulsory
role in which load role of developing midwifery service quality. 1Bl
organization role is controlling midwife practice is an imperative role which
is essence is to oversee and foster midwife to be able to carry out the
professional task by always keeping the quality of service accordance with
the authority and based on professional standards.

The method of the research is socio-legal approach with analytic
descriptive specification. As for the sampling method specified using
purposive sampling. While data gathering dove by field study to get
primary data and field study to get secondary data.

Research result can be seen that IBl as one of the main
elements of the regulatory who get the attribution of ministry of health
regulation (Permenkes 1464/2010), have not been able to perform
optimally in term of organization function, the unit that conduct monitoring,
nor in term of time for controlling. This is motivated by several factors,
among others: 1). Viewed from the profession organization (IBl) due to
limited funds, time and personal of the organization committee, 2). Viewed
from the side of IBI member that is stil low awareness of legal aspect, this
is seen by the persistence of the practice of midwifery without registration
and legislation, 3). Viewed from the side of society because it can not
distingvish of qualified in midwife practice which mean the implementation
of service in accordance with laws and regulations applicable and
accordance with service standars and professional standars, 4). Viewed
from the side of government because there is no special concern of local
government that regulate the implementation of midwife practice.

Key words: Role, IB! Organization, Monitoring, Midwife and Practice.
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